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MENETAPKAN

Lar (GH

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1992 ;

11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1992.

MEMUTUSKAN

- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 LAMONGAN

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASLI PENGELOLA  DAN
PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA  KOTA
TERPADU ( P3KT ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1
LAMONGAN .

BEA B 1
KETENTUAN UMUM
Pagal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemeriptah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala  Daerah
Tingkat II Lamongan ;

c. Sekretaris Wilayah/Daerah adzalah Sekretarise
Wilayah/Daerah Tingkat JI Lamongan ;3

d. Program Pembangunan Prasarans Kota Terpadua
(P3KT) adalah Program Pembanzunan Prasarana
Kota Terpadu di Rabupaten Dserah Tingkat II
Lamongan ;

e. Unit Pengendali Program atau Provincial Program
Monitoring Office ( PPMO ) adalah Unit
Pengendali Program Pembangunan Prasarana Kota
Terpadu ( P3KT ) di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

f. Unit Pengendali Pelaksana Provek atau Provin-—
cial Proyect Monitoring Unit ( PPMU ) adalah
Unit Pengendali Pelaksana Provek-provek dari
Program Pembangunan Prasaranz EKota Terpadu
(P3EKET ) di Propinsi Daerah Tingkat [T Jawa
Timar ;



P-

=

Unit Pengendali Keunangan atau Provincial
Proyect Financial Office ( pPPrO ) adalad Unit
Pengendali dan Pemanbanu keuangan Proyek di
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur ;3

Programe for Financial Accounting and
Monitoring System ( PEFAMS ) adalah suatu sistim
pencatatan dan pelaporan keuangan proyek dari
program pembangunan.Prasarana Kota Terpadu ;3

Tim Koordinasi Tingkat II adalah Tim Koordinasi
Prograﬁ Pembangunan Prasarana Kota Terpadu di
Kabupaten Daerah Tingkat TI Lamongan s

tinit Manajemen Program atsu Program Management
Office ( PMO ) adalah Unit Pengelola Program
Pembapngunan Prasarana Kotn Terpadu ( P3KT ) di
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

Unit Manajemen Pelaksana Proyek atau Proyect
Management Unit ( PMU ) adalah Unit Pengelola
Pelaksanaan Proyek--proyek dari Program
Pembangunan Prasarana Kota Terpadu ( P3KT ) di
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

Unit Manajemen Keuangan Proyek atau Proyect
Financial Office ( PFO ) adalzah Unit Pengelola
dan Pencatat keuangan Proyek di Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;

Badan Perencanaan Pembangunai Daerah disingkat
(BAPPEDA) adalah Badan Perencana Pembangunan
Kabupaten Daerah Tingkat IT Lsunongan ;

Dinas Pekerjsan Umum Daerah (DPUD) adalah Dinas
Pekerjasn Umum Dacrah Kabupabten Daerah Ting-
kat II Lamongan

Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada
Sekretariat Wilayah/Dasrah Tingkat II Lamongan.

Perusshaan Daerah adalah Perusahaan milik
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lamongan

Program Jangka Menengah (PJM) sdalah dokumen
rencana Program Pembangunan Prasarana Kota
Terpadu (P3KT) selama 5 tahun yang terdiri atas

- Dokurmen Rencana Investasi Pembangunan Pra-
sarana Kota (RIPPK) ataun dikenal juga sebagai
Urban Investement Plan (UIP)



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

— Dokumen Rencana Kerja Peningkatan Pendapatan
Daerah (RKPPD) atau dikenal sebagai Revenuel
Improvement Action Plan (RIAP)

~ Dokumen Rencana Pengembangarn Kelembagaan
Daerah atau dikenal juga Local IJnstitutional
Develoment Actoin Plan (LIDAP)

BrasBs LT

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA DAN
PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA
KOTA TERPADU ( P3KT )

Pasal 2

Organisasi Pengelola dan Pelaksana Program
Proyek Pembangunsn Pragarana Kota Terpadu
(P3KT) terdiri dari :

a. Tim Koordinasi P3KT Tingkat [I Lamongan
b. Unit Manajemen Progr=« (PMO) ;

c. Unit Manajemen Pelakeanaan Provek (PMU)
d. Unit Manajemen Keuangan (PFQ) ;

i

M

Bagan Susunan Organisac’ Pongelola dan Pelak -
gana Program Pembangunan Prsarana Kota
Terpadu (P3KT) sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1 Keputusan ini ;

Mekanisme hubungan kerja Organisasi Pelsksana
Program dan Pembangunan Prasarana kota Terpadu
(P3KT) sebagaimanz tercantum dalam lampiran 2
Keputusan ini.

R A AT ET
EKEDUDUKAN, TUCAS DAN FUNCST
Pasal 3

Tim Koordinasi P3KT berkedudukan di Pemerintah
Daerah sebagai Tim Koordinagi vang wmembantu
Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan Program
pembangunan dibidang perkotaan dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Daerah -
Unit Manajemen Program ( PMO ) berkedudukan di
BAPPEDA sebagai Unit Manajemen Program yang



(3)

(4)

(1)

(2)

membantu Ketua BAPPEDA dibidang perkotaan dan
bertanggung .Jjawab kepada Ketun BAPPEDA ;

Unit Manajenen Pelaksana Proyek (PMU) ber-—
kedudukan di Dinas Pekerjaan Umum Daerah
sebagai Unit Manajemen Pelaksana Proyek yang
membantu Kepala Dinas Pekerjasn Umum Daerah
dibidang perkotaan dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;

Unit Manajenen Keuangan ( PFO ) berkedudukan
di Bagian Keuangan, sebagail Unit Manajemen
Keuangan yang membantu Kepala Bagian Keuangan
dibidang perkotaan dan bertanggung Jawab
kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 4

Tim Koordinasi P3KT mempunyai btugas :
a. Koordinac: penyiaparn dan pelaksanaan P3KT ;

b. Koordinasi d=zlam rangks pembinaan dan
pengelolaan P3KT ;

c. Perumusan kebijaksanaan operasional dan
memberikar petunjuk pelaksansan pembangunan
prasarana Rotia.

Unit Manajemen Program ( PMO ) mempunyai tugas
dalam bidang -

a. Pengendalian dan koordiuasi pelaksanaan
P3KT vang meliputi :

- Investagi program peningkotsn  Pendapatan
Daerah dan Program pengembangan Kelembaga
an Pemerintah Daerah Besual dengan
rencana Pembangunan Daerah.

b Kooqdinasi penyusunan Tencand tahunan
pembangunan prasarana kota terpadu dari
semus sumber dana dan rencana tahunan
pembangunan lainnya ;

c. Koordinasi dengan Dinas—dinas dan Instansi
terkait di lingkungan Pemerintab Daerah ;

£



(3)

(4)

Penyusunan. lLaporan pe Laksanaan dan
perkembangan P3KT yvang dikirim kepada =

1. Kepala Daerah
2. Ketua BAPPEDA
3. Unit Pengendali Prograun ( PPMO ).

Unit Manajemen Pelaksana Proyek ( PMU ) mem-—
punyai tugas dalam bidang :

Penyusunan dan pelaksanaan proyek P3KT yang
meliputi kegiatan Penyusunan dan
pengendalian proyek tahunan.;

Pengawasan pelaksanaan, vang me liputi
kegiatan pemantauan (monitoring) dan
penilaian (evaluasi) dalam rangka memacu
dan menertibkan pelaksanaan pembangunan
fisik oleh proyek-proyek ;

Pembinaan, yang meliputi kegiatan
meningkatkan kemampuan proyek melalui pro -
gram pendidikan dan latihan, penempatan
tenaga konsultan dan bimbingan tehnis pelak
ganasan ;

Pengaturan, vang mel iputi kegiatan
penyusunan, pedoman dan  petunjuk tehnis
bagi proyek yang melakukan pelaksanaan pem-—
bangunan fisik ;

Pelaporan yang meliputi kegiabaan penyusunan
laporan perkembangan pelaksanaan program
vang dikirim kepada :

1. Kepalas Dinas Pekerjaan Umum Daerah
2. Unit Manajemen Program (PMO)
3. Unit Pengendali Pelaksana Proyek (PPMU).

Unit Manajemen Keuangan mempunyai tugas dalam
bidang :

a.

Koordinasi semus Bendaharawan Proyek di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dari ber-

bagai sumber dana yang berkaitan dengan
P3KT

Kongolidasi semua informasi keuangan proyek

P3KT di lingkungan Pemerintah Daerah dari
semua sumber dana ;
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d. Unit Manajemen Keuangan (PV0O) mempunyai fungsi

-menyelenggarakan

pencatatan dan nengelola

keuangan proyek P3KT untuk dapat memberikan

informasi mengena i

menyeluruh ;

keuangan provek secara.

BAB IV

SUSUNAN ORCGANISAST

Organigasi Pengelola

A

Pasal 6

dan Pelaksana Program

Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) terdiri

dari :

A. Tim Koordinasi P3KT terdiri dari

1. Ketua I

2. Ketua II

3. Sekretaris [

4. Sekretaris T7

5. Anggota

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat 11 Lamongan

Ketaa BAPPEDA Kab. Dati II
Lamonpcn Y

Kepala Dinas PUD Kabupaten
Dati II Lamongan

Sekrotoric RAPPEDA Kabupaten
bacrah Tingkat Il Lamongan

Kepalas Dinas Pendapatan
Daerah Ksbupaten Dati II
Lamongan

RKepals Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Daerah Kabu
paten Dati T Lamongan

Kepala Pinas Kesehatan
Kubupaten Dati I Lamongan

Kevals Cabang Dinas Cipta
Karya Kabupaten Dati II
Lamongan

- Kepala Kantor Pertanahan

Katrupaten Doti LI Lamongan

Direktur PDAM Kabupaten
Dati IIL Lamongan



- Kepala Bogiarn Pembaangunan
Setwilda Th. [I Lamongan

Kepala Bagian Ortala
Setwilda Tk. LI Lamongan

- Kepala Bagian Keuangan
Satwilda Tk. [1 Lamongan

- Kepala Bagian Hukum
Satwilda Tk, 1L Lamongan

—~ Kepala Bagian Pemerintahan
Setwilds TK. 1T Lamongan

- Kepala Bagisn Unom dan Pro
tokol Setwilds Tk. II
Lamongan

- Kepala Bagizu Kepegawaian
Setwilda Tk. i Lamongan

- Kepala Dinae Tk. 1LI/Cabang
Dinas Tk.[L/Instansi Ver -
tikal vang terksit dengan
P3KT .

B. Unit Manaiemer. Program (T “e=dipi dari

1

2

Unsur Pimpinan yaitu Kepala Bidang Fisik
Prasarana pada Kantor BAPPEDA

Unsur Pembantu Pimpinan vaitu Asisten—
asisten vang terdiri dari :

a. Asisten Program Investasi dijabat oleh
Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan
Program pada Bagian Pembangunsn Setwilda
Tingkat IT Lamongan

b. Asisten Peningkatan Pendapatan Daerah
dijabat oleh Kepala Seksi Perencanaan dan
Pengendalian Operasional pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II
Lamongan ;

c. Asisten Pengembangan Keolembagaan Pemerin-
tahan dijabat oleh Kepala Sub Bagian
Kelembagaan pada Bagian Ortala Setwilda
Tingkat [I Lamongan ;



3.

1O -

d. Asisten Umum dijabat oleh Kepala Urusan
Umum pada Kantor BAPPEDA.

Asisten—asisten sebagaimons tersebut pada
huruf B angka 2 pasal ini bertanggung jawab
kepada Kepala Unit Manajemen Program (PMO)

C. Unit Manajemen Pelaksana Proyek (PMU) terdiri
dari : : s

L

2.

Unsur Pimpinan vaitu Kepala Seksi Tata Kota
dan Tata Daerah pada Dinas lekerjann Umumn
Daerah Kabupaten Dati [I Lamongan 3

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Asisten—
asisten vang terdiri dari :

a. Asisten Tehnis dijabat oleh Kepala Seksi
Tata Kota Bangunan dan Tatz Perumahan
pada Dinas PUD Kabupaten Dati I Lamongan

b. Asisten Keuangan (lijabat oleh Kepala

Urusan Keuvangarn oo '» & Dhcian  Lata
T=ahz Tinas BU

c. Asisten Pengadaan dijabat oleh Kasi
Peralatan dan Perbekalan pads Dinas PUD

d. Asisten Umum dijabat oleh Kepalas Urusan
Unun pada Sub Bagian Tata Ucaha Dinas PUD

Asisten—-asiscen sebagaimana tersebut pada
huruf C angka 2 pasal ini bertanggung Jjawab
kepada ¥emal:n Unit Mapajemen "~iabsana Pro -
vek (PMl)).

D. Unit Mznaizmen Keuangan (PFO) :

145

24

Unsur Pimpinan vaitu dijabat oleh Kepala Sub
Bagian Anerararn pada Bagian Yeuangan
Setwiids T agkat 1T Lamongan ;

Unsur Pembantu Pimpinan vaitu Asisten—
asisten vang terdiri dari :

a. Asisten Qperasi dijabat oleh Kepala Sub
Bagisn Pembinzan Sumber Pendapatsn Daerah
paca Baginn Keunangan Setwilda Tingkat II
Lamordan



f

b. Asisten Administrasi dijabab ocleh Kepala.

Sub Bugian Pembukuan pada Bagian Keuangan

et i lda Tingkat 11 Lamongan 3

a. L=isten Operasi membawahi aoperator—

ybor komputer yvang dijabalt oleh staf

Bagian Kevangan Setwilda Tingkat II
Las. OnEan .

3. Asisten-asisten sebagaimana terzebut pada
huruf angka 2 pasal ini bertangepung Jjawab
kepadas Fepala Unit Manajemen XKeuangan (PFO).

Pasal 7

1. Kepala Unit Manajemen Program mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan pengendalian P3KT

L Xl

b. Mengadakan kerja sama dengan [rohanai-ingtansi
di lingkungan Pemer _atah Daenz!l. ;

¢. Mengarahlan Unit Manajemen pelzksanaan Proyek
(PMUJ) dalam mencapai sasaran, memenuhi jadwal
pelaksanann dan mematuhi semua persyaratan
tehnis dan administrasi yang telah ditetapkan.

2 Dalam me's —=-nalkan tugasnya sebacdaimana  dimaksud
pada av~’ (1) p=~=1 4~i Repala Unit berkewajiban :

a. Menvampaikan laporan sSecara berkala atau
menurut kebutuhan kepada Kepala Daerah, Ketua
BAPPRDA den Unit Pengendali Program (PPMO)

b. Melakultsn konsultasi secara ‘Levatur dengan

Ket - L

]

c. Mongiknbi denasn seksama dan mentaati  pengarah

an K . .AFPEDA atau Pejabat yang ditunju
o'ter ol ) W k
Pasal 8

Asisten !'wr-wam Investasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Pelaksanaan
Perbhangunan Prasarana Kota Terpadu (P3RT} ;3

b. Melaku“an pengkajian dan wpevelitian terhadap
usulan—vs ~un  proyek yang disjukan oleh Unit



Manajemen Pelaksana Proyek (PMU) untuk menjiamin
keterpaduan dalam pelaksanaan ;

c. Menjalin koordinasi dengan Inshbonsi-instansi
terkait dan Unit Pengelolaan Proyek serts para
Pemimpin Proyek dari semua sumber dana  di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

d. Melaksanakan tugas - tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Unit Menejemen Program ( PMO )

Pasal 9

Asisten Peningkatan Pendapatan Daerah mempunyai
tugas :

a. Melaksanakan pembinaan, memberikzn bimbingan
dan bantuan dalam rangka penelitihan dan
penggalian sumber keuangan Daerah ;

b. Bekerjs sama densgan JTnstansi terkait ddlam
me laksanakan penantauan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan peningkatan Pendapatan
Daerah ;

c. Melakukar penilaian mengenai kemampuan Pingjam-
an Pemerintah Daerah ;

d. Melaksanakan vIas-tugas lain yaug diberikan
oleh Kepala Unit Menejemen Program { PMO ).

Pagal 10

Asisten  Pengembangan Kelembagaan Pemerintah
mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinzsan, mewmberiksyn bimbingan
dan bantuan dalam rangka pene litian dan
evalvasi terhadap organisasi dan kemampuan staf
dalam melaksanalkan P3KT ;

b. Bekerjasama dengan instansi terkait, melaksana
kan pemantaunan dan peongendalian pelaksanaan
kegiatan peaingkatun kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Daerah :

c. Memberikan penbinaan tehnis kepada [nit-unit
vang me Laksanakan kegiatan peningkatan
kelembagzan di lingkungan Pemerintah Daerah ;



(1)

(2)

L~

d. Melaksanakan tugas -tugas lain Vang ‘diberikan
oleh Kepala unit Menejemen Program ( PMO ).

Pasal 11
Asisten Umum mempunvai tugas

a. Menyelenggacokan urusan tata usaoha., tata usaha
kepegawian, tata usaha keuangan ;

b. Melaksanakan urusan inventarisasi dan  kerumah
tanggaan ;

c. Menyvelenggarakan pengolahan, cvaluasi dan
menyusun laporan Unit Menejewen Program { PMD )

d. Melaksanakan tugss - tugas lain yang diberikan
oleh Unit Menejemen Program ( PMO ) :

Pasal 12

Kepala Unit Manejemen Pelaksana Proyek mempunyai
tugas :

a. Memimpin penvelengcirsaan pengendalisn pelaksana
an P3¥T ~zzual dengan fungsi dan ‘tugaenya

b. Mengadaksn kerja sama dengan instansi-instansi
di lingkungan Pemerintah Daerah

c. Mengarahhkan S0 Pimpinan Proyek dalam
mencapai sasaran nntuk memenuh i Jadwal
pelaksanaan dan wemetzhui semua persyaratan
tehnis dar =dr  ~ieor=agi vane heah ditetapkan ;

d. Memberikan bimbingan tehnis don  adwministratif
pada proyek guna meningkatkan kelancaran dan
ketertiban pelaksanasnnya ;

e. Melaksanakan aban membant, u e laksanaan
‘pengadaan Jasa konstruksi, peralatan dan
konsultasi serta ctudi - strudi dalam proyvek
P3KT.

Dalam melaksanakan tugosnya sebagiomana  dimaksud
pada ayat (1) pasal ini Kepala Unit berkewajiban :

a. Menyampaikan laporan secara herkala atau
menurut kebutuhan kepada Kepals Dinos PUD, Unit
Menejemen Program { PMO )} dan Unit Pengendalian
pelasksanaan Proyek ( PPMUJ } ;
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e. Melaksanakan tugas -~ tLugas lain yvaung Jdiberikan
oleh Kepala Unit Managewen peloksana proyek
( PMU ) ;

Pasml 15

Asisten Keuangan mempunyai bugzas

a. Melaksanakan koordinasi dengaa para
bendaharawan dan pimpinan rroyek dalam
me laksanakan pemantauan, serta penataan

usahaan keuangan dari seluruh kegiatan proyek
b. Membantu penyiapan APBD sesuai dengan rencana

keuangan program jangka menengah (  PJM )
Pemerintah Daerah

c. Memberikan laporan dan data keuangan
pelaksanaan proyek di Wilayahnva

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Unit menegemen pelaksana proyek
( PMU )
Pasal 186

Asisten Umum mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan urusan tata ussha, tata usaha
kepegawaian

b. Melaksanakan inventarisasi dsn kerumahtanggaan

c. Menyelenggarakan pengelolaan, oevasluasi dan
menyusun laporan Unit Menejecunsn  Pelaksanaan
Proyek ( PMU } ;

d. Melaksanakan tugas-tugas lasin vunge diberikan:
oleh Kepala Unit menejemen Pelaksansan Proyek
( PMU ).

Pasal 17

(1) Kepala Unit Manejemen Keuangan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan koordinasi dengsrn psra Pemimpin

dan Bendaharawan Provek dari semua sumber
pendanaart, me laksanakan pembinasn dan

pemantavan selurub kegiatan proyek di  bidang
keuangan termasull pensrikan dana 3



b. Melakukan hubungan kerja dengan instansi-
instansi terkait atas nams Kepala Bagian
Keuangan ;

c. Membuatkan laporan keuangzan P3KT untuk

keperluan pemantauvan program dan  peneriksa
keuvangan ( ondit).

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud
ayat (1) pasal ini Eepala Unit berkewajiban
menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian
Keuangan Unit Menejemen Program ( FMC } dan Unit
pengendali keuangan ( PPFO ).

Pasal 18

Asisten operasi mempunyai tugas :

"a. Melaksanakan pencatatan semua dokumen keuangan
vang berkaitan dengan = Pelaksanaan Proyek
Pembangunan Prasarana Kota Terpadu, yvang menjadi
tanggung Jjawab Unit Menejemen Keuangan ( PFO )
atas dasar dokumen dan laporan keuangan yang
diterima dari proyek-proyek ;

b. Mengevaluasi proses data, memelibara keakuratan
data dan mengoperasikan Programe For Financial
Accounting and Monitoring System ( PFAMS )} serta
menerbitkan laporan secara berkala ;

c. Melaksanakan btugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Unit Menejemen Keuangan ( PFO ).

Pasal 19
Asisten Administrasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan evaluasi dan analisis atas setiap
dokumen dan laporan yang diterima dari proyek-
proyek ; :

b. Melaksanakan pengumpulan data dan dokumen keuangan
yvang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan
menyelenggarakan sistim penataan arsip dokumennya

¢. Melaksanakan administrasi dan pengaturan dokumen
vang harus dicatat dalam Programe For Financial
Accounting and Monitoring System { PFAMS ) ;

d. Menyiapkan dan mendistribusikan laporan keuangan
Proyek Pembangunan Prasarans Kota Terpadu Unit-
unit Instansi terkait ;



e. Melaksanakan tugas -~ tugas lain yaog diberikan
oleh Kepala Unit Manenejemen Keuangan ( PFO ).

BSB V
TATA HUBUNCGAN KERJA
Pasal 20

Unit Menejemen Program, Unit Menejijemen Pelaksana
Proyek dan Unit Menejemen Keuangsrn wajib menjalin
hubungan kerja dengan Tim koordinasi. Unit Pengendali
Program, Unit Pengendali Pelaksana Proyek, Unit
Pengendali Keuangan dan Instansi-instansi dan Proyek-
provek terkait, dengan cara :

a. Menyampaikan laporan - lapcoran berkala tentang
perkembangan pelaksanaan program P3KT untuk
keperluan Pemantauan dan pengeadali  program  dan
proyek ;

b. Mengadakan konsultasi dalair rangksa penyelesaian
persoalan vyang dihadapi dalam proses pelaksanaan
program P3KT secars keseluruvhan dan pelaksanaan
pembangunan fisik oleh provek ,

c¢. Memberikan usul-usul yang diperlukan ;
d. Mengikuti petunjuk - petunjuk pelaksanaan ;

e. Mengkoordinasikan para  pewmimpin  proyvek dalam
pelaksanaan proyek.

BAB VI
P EMB I ALY A AN

Pagal 221

Pembiayaan organisasi pengelocls dai. pciaksana P3KT di
Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran APBD
Tingkat II Lasmongan, anggaran . pemnbangunan vang
dialokasikan dari Pendapataon Asli Daerzh ( PAD ) dan
atau dari dana bantuan Pembangunann Daerab Tingkat II
( Inspres Dati II ) dan atau dari dans Pembangunan
vang berasal dari Luar Negeri dan atau dari pimpinan
Pihak Ketiga dengan persetujuan dari Keva'!'s Daerah.
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BRAB VI1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat Il Lamongan NMomor 899 Tahun
1990 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Program
Pembangunan Prasarana Kota Terpadu ( pPagyt 3 Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Lamongan dinyatakan Aicabut dan
tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 23
Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Keputusan ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya, Axan ditetapkan
lebih 1lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengelalaan
Program Pembangunan Prasarana Fota Torpol. ( P3KT )
Kﬂbupa‘l‘-P“ MNmmvinbh Ml gleate TT T amemagms
Pasal 24
1. Keputusan ini berlaku sejak Langgal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari ternysta terdapat ada
kekeliruan dalam Ker-Lozo =~ °  -~lan dibetulkan

sebagaimsna mestinya ;

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Lamongan.

DIUMUMKAN DATAN LOMBARAD  DANRALH - Ditetapkan Jdi @ Loamongan
KABUPATEN DAEDAH TIIGIAT II Tanggal S o7 Juli 1992

LA M O NGADN | ‘ |
| = PImAmT wEDATA CARPAH. " NGKAT II

Tanggal 3 27 Jduli 1992 LAMONGAN

-

Seri ¢ D3 U omor : L5/D3
:

S S T Sy bl L o

Bl - - i

TFMBUSAN Keputuan ini disampaikan R. MOHAMAD FARIED, S.H.
kepada :

1. Sdr. Gubernur Eepala Daerzh
Tingkat I Jawa Timur 3i
Surabaya ;



10.

i bz B

12.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Sdr.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerijiaan Umuns
Propingi Java Timur di
Surabaya ; ;

Ketua BAPPEDA Propinsi
Daerah Tingkat 1 Jawa
Timar di Surabaya

Kepala Dinas PU Cipta
Karyva Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa
Timar di Surabaya :
Kepala Dinas PU Bina
Marga Daerah Propinsl
Dati I Jawa Timur di
Surabaya :

Kepala Dinas PU Pengairan
Daerah Propinesi Dati I
Jawa Timur di Surzsbaya ;
Pembantu  Gubernur di
Bojonegoro;

Kepala Biro Keuangan,
Biro Bina Pembangunan
Daerah. Biro Or+ailn
Setwilda fingkat T Jawa
Timur di Surabaya :

Ketua DPRD Eabupaten Dae-
rah Tingkat Il Larcungan;
Ketua/Kepalza/Badan/Inspek
tur/Dinas/Boagian i ling-
kungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerali Ting
kat Il Lamongan ;
Pembantu Bupati dan Camat
se-Kabupaten Duerah Ting-
kat II Lamongon ;

Anggota Tim dimaksud .

Sl

Czlinan sesuail dengan aslinya {
An. SEERDCTNOTC YTLLATAH/DAERAH TINCKAT IJT LAMONGAN
Asisten T Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.




LAHPIRAN T Keputusan Bupsti Nepala Daerah

Tinghat 11 Lamcngan

Nomer @ 18§ Tahun 1992

Tanggal : 27 Juli 1992
BAGAN SUSUNAN ORGANISAST PENGELOLA DAN PRLAESANA
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPALU (P3XT)
KABUPATEN DAERAH TINGEAT 11 LAMONGAN
KEPALA DABRAH
|
TIM 0ORDINASI |
s -
e

[ UMDY [ aNATRNRH UNIT MANAJEMEN PRLAR .Lw HAAEIRIN KRG
.' RAX (PHO) SANAAN PROVEE (PHC) | | m"ﬂ :
——y 2] b =
. — - p— i} } s el g 5 . . 4 S
~I~{ M8 fsten procRay | ASISTEN TRENIS ] ASISTEY ADHINISTRAST
gy JHVENTAS]
— -y} .
L w STEN BENINGEATAN | ASISTEN KEUANGAN ASISTEN OPRRAS]
., & SUDATAN DAERAR RN
|
i RV

...4 ISTEN PENGEMBANGAN
HBAGAAN PENERINTAK

-

ASTSTEN PENGADAAN I I

1 |

i TR )

, J ASISTEN UNUM —

e e

ASTSTEN UMDY % 158

BUPAT[ KEBALA
LAMOMGAN
bt

R. MOHAMAT* FARIED. SH

Salijpan sesuai dengan aslinya

An,. SEKRETARIS, WILAYAH DAERAH TINGKAT

11 LAMONGAN

sistery I Sekretaris Wilaysh/Daerah

TiEh

Kepala Bagia&n Hukum

DAERAH TINGKAT II1



LAMPIRAN IT Keeoutusan Pupati Hepsla bLzerash
[
2k e rkat IT .r'.‘:'d.f\'u’.'.'f'.llf_i SN ¢

Nomor 180 Yshun 12302
Tanggal: 27 Agusius L1998
TATA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PENGELOLA DAN PHLAKZANA

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPALU (#2HT
ABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAHN

e
e e l.-"‘hgl'ﬁbé,‘f-’if? il ;j
P gy, i L
| 4 ,il I I‘:
s =t I
PEp———— - I i _l_';-.-:-"""""-"“"",__. Lo -]
TiH ]' 1| l
ENORDINASI ' :
{ O ;, Al
EEe ) L

} e

- _...'. o

C— “w-"”l"?l 7

= aA“ iguhvgin |

e D

— i-.’r"/’—' T -?--777?_}]
@WQH%WM

i

} DINEAG PRO | PIMPRO APBD

) Vi
ﬂwmmTﬂﬂm i” Bpomms TX.

APBN TE. 11 DL

T s L RS Ll | RS TRy e w7 1o

KETERANGAN:
1.7 KOMANDO P == 4 STRUKTURAL A
2. KONSULTASI/KOORDINASI : 5. NON STRUKRTURAL = | i
3. PENGEMBANGAN : <

BUPATT KEPALA UAREAE TINGKAT LT
AN

= LAMON
E. MOHAMAL
Salinan sesual dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGEAT 11 LAMONGAK
oS = is Wilavah/Daerah

NIP. 510091493



LAMPIRAN III Keputusan Bupati Kepals Daerah
Tingkat I1 Lamongan

Nomor
Tanggal

e - ———

199 Tahun 13992
27 Juli 1992

e s . o et g e e e s S g WY e o e

SUSUNAN NAMA PERSONAL YANG MENDUDUKI JABATAN
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

e e = e o e e W o B o o o i S W Sl it o S L o o s G o e e s oo

o e et " —— —— T — o T — ———— o —— ——— T o T T W T S G S g S o S48 S i e e S M B St e it s o B e S T S S imnl s

NG

‘v JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM DINAS

b sl e e o A i e Rl e ki i s i il S e i e i W e’ S sl R e U S S A N Al MU S N e Al e s e e W Sl L . Sl ol . e et s s ey e T

b-y's

Fenanggung jawab

T K 1 i P3KT
Ketua I
Ketua II

Sekretaris I
Sekretaris II

Anggota

R. MOHAMAD FARIED, SH
AMBJAH, SH
Drs. ACHNAD JACHJA

Ir.

Drs.

o8]

SOEDJONO
F. BASUKI
SOETARTO

Dres.

Ir.DJOKO PURWANRTO

8. dr. DJOKO WIJONO,MSG .
4. SYAHMINAN, BMUE

5. Dre. HARI SUHARTO
6. Ir. TULUS IKHLAS

7. Dre. MARSOEDI

8. R.HARI PURWANTQ,SH
9

10.

. Drs. DJOKO SURQSO

-

MUBAROK. SH

Bupati Kepala Daerah
Tingkat IJ Lamongan.

Sekwilds
Lamongan.
Ketua Bappeds Kab. Da
ti II Lamongan.
Kepala Dinas PUD Kab.
Dati 11 Lamongan.
Sekretaris Bappeda
RKak. Dati IT Lamongan
Kepala DUispenda Kab.
Dati II Lamongan.
Kepala Diuas Kebersih
an Dasrnabh Hab.Dati II
Lamongan.

Kepala Dinas Kesehat
an Daeran Kabupaten
Dati Il Lamongan.
Kepala Cabzang Dinas
Cipta Karva Kab. Dati
I1 Lamongan.

Kepala Kantcr Pertana
han Kab. Lamongan.
Direktur PDAM Kabupa
ten Dati IT Lamongan.
Kepala Bagian Pemba
ngunan Setwilda Tk II
Lamongan.

Kepala Bagian Ortala
Setwilda Tingkat IT
Lamongarn .

Kepala Bagian Keuang
an Setwilda Tk II La
mongan.

Kepala Bagian
Setwilda Tk.
ngan.

Tingkat II

Hukum
IT Lamo
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V. UNIT MANEJEMEN KEUANGAN (PFOQ)
Kepals Unit PFO  FADELI. SH

Asisten Adminis
trasi

KUBNADT

(75}
(8]

Asisten Operator EKO PRIYONO, B

Operator 1. YURACHNUR EFENTI

R.

Kasubbag Sngearan pa
Heuangan

P

Setwiflids Tl T

Star pada  Hogizsn Ke
Setwilda Tk.IT

Lamcnear.

taf porda  Bagian  Ke
uvangan Setwilds Tkh.IT
Lamessy2a .

Starf pada EBEagian  Ke
nangan Setwilda Pk IT
Lamonzar.

Staf ypuda Bagian Ke
nangan Setwilds Th.II

Lemansan .

KEPALA DARRAT TINGEAT I1

TAMONIEAN

MOHAMAD FARIED, &H

Salinan sesuai dengzd zelinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT ITI LAY HGAN
Asisten I Sekretaris Wilavah/Daerah
S lsiel




